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ABSTRAK 
 
MARSHA CHIKITA WIDYARINI (B1111119), Kajian Sosiologi Hukum 
Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar di 
Kalangan Remaja di Kota Makassar, Dibimbing oleh Irwansyah sebagai 
Pembimbing I dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya balapan liar di Kota Makassardan untuk 
mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi 
balapan liar di Kota Mkassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu Polrestabes Kota 
Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi 
lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah pihak 
Kepolisian dan warga, dan studi kepustakaan yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar dikarenakan pada 
prinsipnya anak-anak yang menunjukkan suatu egois yang terlalu 
berlebihan di saat usia-usia produktif. Karena di usia yang produktif ini lah 
yang menimbulkan suatu egois yang tinggi dan mau dikatakan dia itu 
hebat, jadi dalam arti ada beberapa faktor-faktor yang yang membuat para 
pelaku belapan liar melakukan aksi balapan liarnya, antara lain: prasarana 
yang tidak memungkinkan karena belum terdapat wadah. Tidak 
tersalurnya hobi sesuai dengan keinginan anak muda, sehingga membuat 
suatu aksi. Aksi yang ditunjukkan di jalanan itu dikarenakan suatu 
pergaulan, kumpulan-kumpulan suatu anak, club atau geng, yang 
menginginkan penonjolan diri sehingga bisa dikatakan hebat. (2) Peran 
kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dengan melakukan upaya-
upaya seperti penyuluhan kesekolah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi 
dengan memberikan penjelasan bahwa Balapan Liar Merupakan 
Perbuatan Melanggar Hukum dan Menggangu ketentraman orang lain, 
dan memberikan solusi kepada kelompok atau anak-anak yang mengikuti 
balapan liar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri 
dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan 
melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu 
dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. 
Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang 
berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng 
dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-
hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi 
merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja 
masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi terpengaruh 
dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, 
kenakalan remaja dapat di golongkan menjadi kegiatan yang meyimpang 
atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, 
kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing 
lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar 
merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru 
bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut 
menikmati aksi balap liar ini. 
Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda 
motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya 
kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di 
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jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai 
menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Para 
remaja memilih melakukan aksi balap liar di jalan umum disebabkan tidak 
adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh 
pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 
pembalap. 
Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang 
mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah 
yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini terjadi 
karena teori tersebut menjadi jangkar dari hukum modern, yang semakin 
menjadi bangunan yang artificial dan teknologis. Teori hukum alam selalu 
menuntut kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya 
yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih pencarian 
keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif 
yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur, serta proses formal dari 
hukum. Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama otoritas para 
pembuatnya (seperti pada aliran positivism), melainkan kepada asalnya 
yang otentik. Kapanpun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia 
yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak akan mati, 
melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum 
sehingga hukum tetap akan dimiliki dimensi-dimensi manusia dan 
masyarakat.1 
                                                        
1 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, Hlm12. 
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Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke 
waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu 
konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum 
itu sendiri dipengaruhi oleh faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak 
muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu 
perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa 
terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan 
masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena 
bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat. 
Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah 
atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai 
warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam 
kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.2 
Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum 
dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang 
hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku 
                                                        
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Gunung Agung Tbk. Jakarta, 2002.   
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tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering 
dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.  
Hal seperti ini menurut Achmad Ali kurang tepat, sebab bagaimana 
pun pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu 
pertalian yang sangat erat. Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu 
saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkannya apa yang 
menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang 
harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.3 
Negara modern melahirkan suatu kehidupan dan tatanan dengan 
struktur yang rigid, yang belum dikenal sebelumnya dalam sejarah 
perkembangan manusia. Kehadiran Negara modern ini dikaitkan dengan 
pertumbuhan hukum modern karena keduanya merupakan salah satu 
bagian dari studi sosiologi hukum. Dari sosiologi hukum ini, adanya 
perubahan atas suatu sistem atau norma yang berlaku di dalam 
masyarakat, karena pengaruh budaya dan teknologi dari luar Negara 
Indonesia sangat mempengaruhi kebudayaan sekarang, tidak sedikit 
remaja saat ini sangat menyukai kebebasan dalam suatu pergaulan yang 
pada dasarnya dicontoh melalui media-media internet yang ada. Seperti 
aksi balap liar di kalangan remaja, dimana remaja berfikir bahwa 
kebebasan suatu aksi atau tindakan adalah sebuah karya dan hak 
seseorang untuk melakukan perilaku yang disukai.  
Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada 
pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar 
                                                        
3 ibid 
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yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang 
lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis 
finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa 
pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi 
semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi 
dijalan. 
Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol sosial 
yang tidak baik kepadan anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. 
Karena didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, 
mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam 
lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan 
kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari 
pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang 
merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. 
Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi 
warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para 
pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. 
Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian 
untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak 
kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar 
ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalulintas, tetapi ada oknum 
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yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. 
Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap 
para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap 
liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi pembalap 
semakin berani. 
Berkaitan dengan balap liar menjadi penting untuk dikaji setidaknya 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa balap liar 
yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah menimbulkan banyak 
kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari 
adanya perilaku balap liar ini. Kedua, bahwa walaupun telah terjadi korban 
yang merugikan pelaku dan masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan 
tersebut masih terus terjadi. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh 
bagaimanakah hukum bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini.   
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan 
penelitian yang lebih mendalam mengenai “Kajian Sosiologi Hukum 
Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di 
Kalangan Remaja Di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalahnya 
sebagai berikut : 
1. Apakah faktor penyebab terjadinya balap liar di kalangan 
remaja di Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi balap 
liar di kalangan remaja di Kota Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi balap 
liar di kalangan remaja di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya balap liar di kalangan 
remaja di Kota Makassar 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Untuk memberikan referensi mengenai upaya hukum yang 
dilakukan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam 
menanggulangi maraknya balap liar di kalangan remaja di Kota 
Makassar 
2. Sebagai bahan pengetahuan untuk memberikan gambaran 
pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang 
dapat ditimbulkan dari aksi balap liar di kalangan remaja di Kota 
Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Pendekatan sosiologi hukum terhadap putusan hakim akan 
bermuara pada putusan hakim yang telah memenuhi rasa keadilan warga 
masyarakat, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang 
bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan.4 Sosiologi hukum sebagai 
cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan 
sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum 
mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat 
tersebut. 
Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah 
masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri 
karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-
ciri utamanya adalah : 
a. Sosiologi bersifat empiris yang berati bahwa ilmu pengetahuan 
tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal 
sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.  
b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu 
berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 
Abkstraksi tersebut merupakan kerangka-kerangka unsur-unsur 
                                                        
4 Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum, http://musakkir.page.tl, dikunjungi pada tanggal 7/10/2014. 
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yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.  
c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi 
dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti 
memperbaiki memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.  
d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya 
fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan 
fakta tersebut secara analitis.  
Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya adalah sangat sukar untuk 
merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan 
keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat yang dimaksud dalam beberapa 
dalam kata kalimat. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya dapat dipakai 
sebagai suatu pegangan sementara saja. Penyelidikan berjalan terus dan 
ilmu pengetahuan tumbuh ke arah berbagai kemungkinan, masih juga 
diperlukan suatu pengertian yang pokok dan menyeluruh. 
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut 
Satjipto Rahardjo, yaitu :5 
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum 
yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-
praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan 
bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, 
faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. 
                                                        
5 Satjipto Rahardjo, Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum, Karunia, Jakarta, 1986, hlm 310. 
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2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical 
validity)  dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana 
kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks 
dari peraturan itu. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada 
memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya.6 
Selanjutnya Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa untuk 
memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan 
seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial 
mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 
mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem 
hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu 
menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta 
pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, 
maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila 
disini boleh dipakai istilah ‘sebab-sebab sosial’, maka sebab-sebab yang 
demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, 
politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
                                                        
6 Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1979, hlm 19. 
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Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa perancis bernama 
Augeste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan 
pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia 
berpendapat bahwa ilmu penegetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu 
berdarkan logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-
tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. 
Dia mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian 
terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat 
memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah, oleh sebab itu dia 
menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan 
menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang 
diberikannya tatkala itu adalah “Sosiologi” yang berasal dari kata Latin 
socius yang berarti “kawan” dan kata yunani logos yang berarti “kata” atau 
“berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”.7 
Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum 
adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami 
manusia (the nature of human being) dan juga berdasarkan pada 
kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian 
terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus 
mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang 
didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral 
dianggap salah dan benar. 
Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum 
                                                        
7  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 
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seharusnya otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum 
seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu 
perangkat hukum yang bertalian secara logis (kohern) yang dapat 
diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap 
kasus-kasus, yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas 
(bermakna ganda). 
Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun 
pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan 
dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan 
bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu 
arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan 
kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan 
sebagai sumber hukum. 
Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-
konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas 
dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki 
perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara besar pada 
kandungan dan makna hukumnya. 
Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum 
dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan 
sosiologi hukum menurut Gerald Turkel adalah: 
“1. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial. 
 2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam 
“the sosial world” mereka. 
Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata     
hukum. 
Tentang bagaimana hukum itu dibuat. 
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Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum”.8 
  
Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-
kebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal 
yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat 
yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau 
kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai 
dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan 
hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral 
etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan 
tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang itu diterapkan dalam praktik. 
 
B. Fungsi Hukum dalam Masyarakat 
Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan 
yang sangat penting  dalam  menjaga  ketertiban dan ketentraman. Hal ini 
disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing 
individu tidak saling bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur 
mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak 
dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini adapun 
fungsi hukum  dalam kehidupan masyarakat seperti; menertibkan 
masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, 
memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu 
dengan kekerasan, memelihara dan mempertahankan  hak, mengubah 
tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan 
                                                        
8 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yartet Watampure, Jakarta, 2013. Hlm 34 
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kebutuhan masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian 
hukum. 
Terdapat beberapa fungsi hukum menurut para ahli : 
Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain: 
“Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman 
dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk 
mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin, dan 
sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi 
masyarakat.”9 
 
Selain fungsi hukum sebagaimana disebutkan diatas, Sunaryati Hartono 
juga membuat  rumusan mengenai  fungsi hukum dalam konteks 
pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Sunaryati Hartono, hukum 
memiliki fungsi antara lain: 
“Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan 
dalam masyarakat; sebagai sarana  untuk melaksanakan 
pembangunan; sebagai sarana untuk menegakkan keadilan; dan 
sebagai sarana untuk memberikan pendidikan (mendidik) 
masyarakat.”10 
 
Tidak hanya itu, tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan 
manusia yang semkain terus berkembang dengan sejalannya 
perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Dan 
secara  garis besarnya  fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial 
yaitu menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola 
kehidupan dalam masyarakat. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum 
dalam masyarakat, yaitu : 
                                                        
9 soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006. 
10 fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. http://fungsi.info/fungsi-hukum-dalam-kehidupan-
bermasyarakat/. Dikunjungi pada tanggal 23/10/2014. 
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1. Fungsi Menfasilitasi  
Dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara pihak-pihak tertentu 
sehinggga tercapai suatu ketertiban. 
2. Fungsi Represif 
Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite 
penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. 
3. Fungsi Ideologis 
Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, 
dominasi,kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. 
4. Fungsi Reflektif 
Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam 
masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.11 
 
Fungsi hukum menurut masyarakat itu, hukum merupakan sarana 
perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai 
ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan 
hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan 
masyarakat yang mengubah hukum. Sikap kehidupan suatu masyarakat 
berasal dari berbagai situmulus sebagai berikut : 
1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam 
masyarakat 
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan 
khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan 
distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru 
tentang keadilan; 
3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat 
jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi 
pemandangan dan cara hidup masyarakat; 
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya 
                                                        
11 Fungsi Hukum dalam Masyarakat. http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/fungsi-hukum-dalam-
masyarakat.html. Dikunjungi pada tanggal 16/12/2014. 
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hukum tersebut; 
5. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta 
perubahan terhadap hukum tersebut; 
6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang 
memunculkan bentukan baru untuk membuktikan suatu fakta. 
Kemudian dalam suatu masyarakat terdapat aspek positif dan 
negatif dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif. Negatifnya adalah 
kecenderungan menjadi pemerintahan tirani dan totaliter. Sedangkan 
positifnya adalah bahwa gaya pemerintahan yang superaktif tersebut 
biasanya menyebabkan banyak dilakukannya perubahan hukum dan 
perundang-undangan yang dapat mempercepat terjadinya perubahan dan 
perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti ini 
bisa kearah positif, tetapi bisa juga kearah negative. Sehingga masing-
masing akan menyesuaikan kebudayaannya dengan kebudayaan baru 
untuk mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih baik menurut penilaian 
mereka.12 
Jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana agar fungsi 
hukum tersebut diatas  dapat diwujudkan atau bekerja dengan baik 
sehingga tujuan-tujuan hukum juga dapat diwujudkan. Agar  fungsi hukum 
dapat terselenggara dengan baik tentunya harus didukung oleh aparat 
penegak hukum itu sendiri beserta dukungan kesadaran masyarakat 
untuk mematuhi dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan dan 
penegakan hukum. 
                                                        
12 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, Hlm 191 
 17 
Sekali lagi ada cukup banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam 
upaya mewujudkan tujuan hukum termasuk pula materi atau muatan 
peraturan hukum itu sendiri.  Keseluruhan faktor tersebut berperan 
penting dalam mendukung tegaknya atau berfungsinya hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
 
C. Pengertian 
1. Balapan Liar 
Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang 
berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng 
dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-
hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi 
merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja 
masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi terpengaruh 
dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, 
kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang 
atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, 
kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing 
lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar 
merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru 
bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut 
menikmati aksi balap liar ini. 
Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota 
besar saja. Sekarang, di pelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu 
banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan 
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hobi, kebut-kebutan di jalan raya pun dijadikan pilihan. Meski berisiko 
sangat berbahaya, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian 
meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak 
sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu 
dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.13 
Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda 
motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya 
kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di 
jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai 
menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Fenomena 
balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. 
Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. 
Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah 
tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan 
bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan.  
Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan 
perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, 
yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar 
bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus 
tantangan, trek-trekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar 
kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi 
nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan 
ada saja yang dicokok.14 
Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada 
                                                        
13 Balapan Liar. http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm. Dikunjungi pada tanggal 27/10/2014 
14 Balapan Liar. http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html. Dikunjungi pada 
tanggal 23/10/2014 
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pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar 
yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang 
lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis 
finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa 
pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi 
semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi 
dijalan, sesuai fakta bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya 
menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, 
tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk 
membangun mimpi yang dimiliki. 
Factor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk 
menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak 
disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku 
menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan 
utama dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini. Ada pembalap 
yang mengaku aksi balap liar ini menjadi ajang mencari nafkah, tetapi 
tidak sedikit orang yang melakukan aksi balap liar ini menjadi kepuasan 
bagi pemilik motor maupun pembalapnya. Factor keamanan sangatlah 
minim pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi 
menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan 
oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju 
balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih 
longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan 
maksud dan tujuan tertentu. Wearpack adalah nama dari pakaian balap 
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yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh 
pembalap balap liar. 
Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan control social 
yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. 
Karena didikan sangat mempengaruhi factor kembang kepada anak, 
mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam 
lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan 
kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari 
pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang 
merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada di luar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.15 
Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi 
warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para 
pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. 
Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian 
untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak 
kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar 
ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum 
yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. 
Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap 
para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap 
                                                        
15 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 
12-13. 
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liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin 
berani. Balakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi 
tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama. 
Adapun beberapa Pasal yang terkait dengan Balapan Liar yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yaitu:16 
Pasal 21 
(1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan 
secara nasional. 
(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan 
perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. 
(3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus 
lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan 
paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu 
Lintas. 
(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan 
ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam 
dalam kondisi arus bebas. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
 
Pasal 59 
(1) untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi 
dengan lampu isyarat dan/atau sirene. 
 
Pasal 106 
(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh 
konsentrasi. 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan psepeda 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik 
jalan. 
(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mematuhi ketentuan: 
a. rambu perintah atau rambu larangan; 
b. marka jalan; 
                                                        
16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
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c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; 
d. gerakan Lalu Lintas; 
e. berhenti dan parker; 
f. peringatan dengan bunyi dan sinar; 
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 
h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaran 
lain. 
 
Pasal 115 
Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: 
a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi 
yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 
dan/atau 
b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. 
 
Pasal 229 
(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: 
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau 
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat. 
(2) kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang. 
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 
91) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia atau luka berat. 
(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, serta 
ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. 
 
Pasal 287 
(1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama 
bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan 
dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g 
atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan 
dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
 
Pasal 297 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di 
jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
 
Pasal 311 
(1) setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan 
bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi 
nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat 
juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan 
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah). 
 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).17 
2. Kepolisian 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian 
Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah 
Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah 
Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (KaPolri).  
Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan 
Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu 
berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi 
manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan 
masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila 
reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan 
perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.18 
                                                        
17 Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
18 Hamza Baharuddin dan Masaluddin, Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, 
Hlm 47. 
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Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa 
menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi 
kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan 
tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya 
terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam 
menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik 
profesi sebagai landasan moral. 
Tugas dan wewenang kepolisian yang sudah diatur dalam Undang-
Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: 
Pasal 13 
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; dan 
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 
Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian; 
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i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang. 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(2) tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 15 
(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
secara umum berwenang: 
a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administrative kepolisian; 
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang bukti; 
j. menyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional; 
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
Pasal 17  
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 
wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya 
di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 19 
(1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan 
norma hukum dan mengidahkan norma agama, kesopanan, 
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepoliian Negara Republik Indonesia 
mengutamakan tindakan pencegahan.19 
 
Kode etik profesi Polri mencakup norma prilaku dan moral yang 
dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu 
nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar 
dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus 
benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta 
sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan 
good governance. 
Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang 
dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen 
moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, 
selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari : 
1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai 
pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegak hukum 
serta pelindung,  pengayom dan pelayan masyarakat. 
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota 
                                                        
19 Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2010 tentang 
Kepolisian 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang 
menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai 
ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala 
martabat dan kehormatannya. 
Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa 
bersikap netral,  mandiri dan  tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, 
golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting 
artinya penegakan hukum, baik dalam rangka ketertiban hubungan 
masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi 
kejahatan. Tanpa ada perlindungan hukum bagi warga Negara asing akan 
berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesame anggota 
masyarakat tersebut dalam arti sempit akan mengganggu ketertiban 
Negara. Kejahatan yang timbul tanpa adanya pengamanan dari penegak 
hukum selain akan membuat resah masyarakat juga akan membuat resah 
warga Negara asing baik yang sudah ada dalam rangka hubungan 
internasional maupun warga asing sebagai masyarakat yang hadir untuk 
tujuan wisata.20 
Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian 
hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat 
banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan 
nasional membangun Negara. Penegak hukum sangat diperlukan oleh 
                                                        
20 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia. Dikunjungi pada tanggal 
30/10/2014. 
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bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional, dan penegak 
hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada Kepolisian Negara. 
keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung 
terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab. 
Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan 
melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dewasa ini telah terjadi 
perubahan paradigma dalam sistim ketatanegaraan yang jelas dan 
menegaskan adanya pemisahan kelembagaan Tentara nasional 
Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
fungsi dan peran masing masing. Keamanan dan ketertiban masyarakat 
penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisan Negara. Untuk itu peran 
dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang Undang nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 
dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan masyarakat. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang cukup 
berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang cukup berat 
dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, 
pelayanan masyarakat dan melindungi serta mentertibkan masyarakat, 
disamping tugas-tugas administrative dalam tubuh lembaga Kepolisian 
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Negara sendiri dan membantu keamanan Negara bersama Tentara 
Nasional Indonesia dalam ikut serta melakukan pertahanan dan 
keamanan Negara dalam arti luas. 
Peran dan Fungsi Kepolisian, mencakup: 
1. Pendidikan Masyarakat tentang Tertib Lalu Lintas; 
2. Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas; 
3. Penegakan hukum Lalu Lintas; 
4. Registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor; 
5. Pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan 
informasi tentang Lalu Lintas; 
6. Coordinator pemangku kepentingan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan lalu lintas; 
7. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; 
8. Koordinasi dan atau Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS). 
3. Pelanggaran 
Kata dasar pelanggaran adalah langgar. Melanggar artinya 
menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang 
atau melanda. Pelanggaran artinya perbuatan melanggar, atau tindak 
pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. 
Pelanggaran terhadap pada buku ketiga KUHP tidak dijelaskan 
mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan 
dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan 
bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku 
kejahatan. 
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Menurut Rusli Efendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, bahwa : 
Pelanggaran adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu 
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui 
setelah adanya undang-undang yang mengaturnya.21 
 
Maka suatu tindakan telah melanggar apabila hakikat dari 
perubahan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada 
aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun 
perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun 
belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum 
diatur dalam perundang-undangan. 
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana 
dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: kejahatan misdrjive dan 
pelanggaran overtdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. 
Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas 
karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh 
dihukum. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan 
delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
                                                        
21 Rusli Effendy dan Ny. Poppy Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, lembaga percetakan dan penerbitan 
umi, Ujung Pandang, 1989, hlm 79. 
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3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada 
apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran adalah : 
1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam Undang-undang pidana. 
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
Dengan deimikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar 
apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan 
hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang 
mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang 
melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan suatu bentuk 
pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. 
Dari pengertian di atas telah nempak bahwa adanya pelanggaran 
karena bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan 
ketentuan perundang-undangan No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas 
dan angkutan jalan. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidak 
patuhnya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di jalan.  
 
D. Faktor-Faktor Penegakan 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 
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dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang 
mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, 
sehingga akan tampak lebih konkret. 
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam 
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban 
dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai 
kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, 
dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut 
perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban 
dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada 
keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titim tolaknya adalah 
kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan 
keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. 
Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan 
penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya 
bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk 
kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin 
berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip 
 34 
pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada 
hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti 
sempit). 
Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan 
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian 
antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut 
terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang 
menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku 
tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 
Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, 
walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular. Selain itu, 
ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa 
pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-
kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-
keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam 
pergaulan hidup. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 
Factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak 
positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor 
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tersebut, adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi 
pada undang-undang saja. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektifitas penegakan hukum.22 
Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, 
telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu, di 
dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang 
ideal. Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan, adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara: 
a. Peranan yang ideal: 
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: 
“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu 
menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum 
Negara”. 
                                                        
22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2011, hlm 1 
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b. Peranan yang seharusnya: 
Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah: 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya 
disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak 
hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di 
dalam negeri”. 
 
Pasal 2 yang isinya adalah: 
“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 
maka Kepolisian Negara mempunyai tugas: 
(1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 
umum; 
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-
penyakit masyarakat; 
c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan 
dari dalam; 
d. memelihara keselamatan orang, benda dan 
masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan 
pertolongan; dan 
e. mengusahakan ketaatan warga Negara dan 
masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara. 
(2) dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas 
kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dan lain-lain peraturan Negara; 
(3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat 
membahayakan masyarakat dan Negara; 
(4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan 
kepadanya oleh suatu peraturan negara”.23 
 
 
E. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas 
  Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas 
menyelenggarakan kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 
pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 
registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan 
kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, 
                                                        
23 Op.cit, Hlm 23 
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guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan 
yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan 
dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan 
Masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas serta 
memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik 
dan benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang 
modern lalu lintas merupakan factor utama pendukung produktivitasnya. 
Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat 
menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti 
kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan 
dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas terutama unit 
dikmas lantas mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada 
masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran lalu lintas. 
1. Tugas Polisi Lalu Lintas 
 Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan 
susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas 
dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 
a. Operatif: 
1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas  
2) Mengatur lalu lintas 
3) Menegakkan hukum lalu lintas. 
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b.  Administratif 
1) Mengeluarkan surat izin mengemudi  
2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat 
 statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan 
dengan lalu lintas.24 
2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas 
Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) 
dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi: 
a. Penegakan hukum lalu lintas (Police Trafic Law Enforcement) , 
yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan 
patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap 
pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.  
b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas(Police Trafic 
Education).  
c. Enjinering lalu lintas (Police Trafic Enginering).  
d. Registrasi dan identifikasi penegmudi serta kendaraan 
 bermotor.  
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut 
polisi lalu lintas berperan sebagai: 
a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan 
peraturan pelaksanaannya.  
b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum  
c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas  
                                                        
24 http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas diakses pada tanggal 27 November 
2013 
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d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan 
kendaraan bermotor  
e. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur 
 bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli 
jalan raya(PJR)”25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                        
25 Ramlan Naning, Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum 
Dalam Lalu Lintas ,Surabaya : Bina ilmu, 1983, hlm 26 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kota 
Makassar, alasan penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar 
karena Kota Makassar adalah salah satu daerah yang rawan dengan 
kegiatan Balap Liar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para petugas Kepolisian 
di Kota Makasar. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang 
atau bahan banding guna memahami data primer, seperti 
buku-buku, media online, dokumen, media cetak, hasil-hasil 
penelitian, dan data-data yang juga diperoleh Penulis pada 
berbagai literatur pada perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin sebagainya yang berhubungan dengan 
penelitian ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan yang 
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dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan Aparat Kepolisian Kota Makassar. 
Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah 
diterlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, 
kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Balapan Liar 
Kiranya sudah tidak asing lagi, bahwa hukum merupakan suatu 
gejala sosial sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik, pendidikan 
dan seterusnya. Juga telah disadari, bahwa hukum dan gejala-gejala 
sosial lainnya saling pengaruh-mempengaruhi. Akan tetapi, hukum dapat 
dipelajari secara tersendiri terlepas dari gejala-gejala sosial lainnya, dan 
dilain pihak ada yang lebih senang mempelajari hukum dalam kaitannya 
dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maka yang lebih baik, tidak akan 
dipersoalkan disini, oleh karena keduanya memang saling melengkapi.26 
Pada masa kini cukup mudah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
perilaku seseorang terutama pada kalangan remaja. Bagi remaja, dunia 
menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan terutama jika ia terbiasa 
dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama masa kanak-kanak. 
Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang 
karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan 
antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di 
sekitarnya. 
Kecenderungan remaja terhadap sesuatu kadang kala tidak dapat 
dipenuhi karena dihalangi oleh ketentuan agama dan adat kebiasaan di 
tengah masyarakat. Pertentangan itu semakin tampak tatkala 
                                                        
26 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali Pers, 
Jakarta, 1987. Hlm 193 
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menginginkan sesuatu hanya menurut selera dan kehendaknya saja. 
Mereka berpakaian yang tidak sopan, menonton film dan berperangai 
buruk padahal semua perbuatan ini berlawanan dengan ketentuan agama 
dan nilai-nilai universal. 
Bagi remaja yang pandai memposisikan dirinya pada tatanan nilai 
tersebut maka dia dapat menghindari segala kecenderungan yang 
dianggap menginjak nilai. Pertentangan antara keinginan remaja dengan 
ketentuan agama ini menyebabkan jiwa remaja memberontak dan 
berusaha melawan kenyataan itu dengan memperturutkan kata hatinya 
disinilah letak gejolak proses pencarian nilai pada diri remaja. 
Kesalahan dala masyarakat sehingga menimbulkan control sosial 
yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. 
Karena didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, 
menginat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam 
lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan 
kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari 
pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang 
merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. Di dalam gang tersebut secara 
lambat-laun akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial 
tertentu. 
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Melihat aksi balap liar ini bukanlah suatu aksi positif atau karya 
yang bisa dicontoh, karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelaku 
sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak aksi balap liar yaitu bisa disebabkan oleh buruknya 
kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengkontrol keinginan untuk 
mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga 
melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, 
sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. 
Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan 
membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang 
memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung 
maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin 
yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga 
memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran 
lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan 
terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka 
maupun meninggal dunia. 
Para remaja memilih melakukan aksi balap liar di jalan umum 
disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang 
disediakan oleh pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk 
menjadi seorang pembalap. Aksi balap liar dikalangan remaja Kota 
Makassar dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang 
diatur dalam 115 huruf b yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor 
di jalan dilarang: berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada pasal 297 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan  bermotor berbalapan di jalan” sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  
Salah satu faktor yang menyebabkan anak muda ikut balapan liar di 
jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, 
taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin di puji, iseng karena tidak ada 
kerjaan, sebab itulah anak muda melakukan balapan liar. Para anak muda 
yang tidak berpikir panjang apa yang terjadi nanti padahal akibatnya 
sangat fatal bisa membahayakan anak tersebut. 
Selain mempertaruhkan uang, gengsi, dan harga diri, para pembalap 
ini juga mempertaruhkan kehormatan komunitas yang mereka ikuti. Jika 
bisa memenangkan sebuah balapan liar, otomatis mereka juga akan 
mengangkat komunitas motornya sehingga lebih terkenal. Dampaknya, 
para penonton yang menyaksikan pun bisa tertarik untuk bergabung di 
komunitas tersebut. 
Ada banyak faktor-faktor utama yang mendorong sehingga terjadinya 
balapan liar, yaitu : 
1. ketidakadaan fasilitas sirkuit balapan 
ketidakadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif 
ini memilih jalab raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia 
biasanya harus melalui proses yang panjang. 
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2. kesenangan dan memacu adrenalin 
bagi pelaku balapan liar mengemukakan mereka mendapatkan 
kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak 
dapat digambarkan ketika usai balapan. 
3.  keluarga dan lingkungan 
kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau 
terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak, dan 
sebagainya. Juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan 
aktivitas-aktivitas negatif seperti balapan liar. Selain itu pengaruh atau 
ajakan teman juga dapat menjadi faktor. 
Adapun dampak dampak negatif yang diakibatkan  dari balapan liar 
yang juga merugikan orang lain, yaitu:  
a. berdampak mengganggu kelancaran jalan raya; 
b. mengganggu ketentraman masyarakat sekitar akibat suara 
knalpot; 
c. merugikan orangtua dan membuat orangtua khawatir; 
d. dapat memicu terjadinya tawuran antar geng motor; 
e. memicu terjadinya taruhan dan perjudian; 
f. menyumbang angka kecelakaan lalu lintas; dan 
g. dampak terberat adalah kehilangan nyawa.27 
Menurut Aiptu Ari Sukarna bahwa, Faktor terjadinya balapan liar, 
pada prinsipnya anak-anak yang menunjukkan suatu egois yang terlalu 
berlebihan di saat usia-usia produktif. Karena di usia yang produktif ini lah 
                                                        
27 http://bikersmagz.net/2014/09/24/komunitas-motor-semoga-bisa-meredam-balap-liar/ 
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yang menimbulkan suatu egois yang tinggi dan mau dikatakan dia itu 
hebat, jadi dalam arti ada beberapa faktor-faktor yang yang membuat para 
pelaku belapan liar melakukan aksi balapan liarnya, antara lain ; 
1. prasarana yang tidak memungkinkan karena belum terdapat wadah. 
2. Tidak tersalurnya hobi sesuai dengan keinginan anak muda, 
sehingga membuat suatu aksi. Aksi yang ditunjukkan di jalanan itu 
dikarenakan suatu pergaulan, kumpulan-kumpulan suatu anak, club 
atau geng, yang menginginkan penonjolan diri sehingga bisa 
dikatakan hebat. 
Faktor lingkungan yang membuat sesamanya merasa lebih hebat.28 
Kajian tentang kenakalan remaja berkaitan dengan balapan liar 
menjadi penting untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, 
antara lain: 
a. bahwa balapan liar yang menjadi fenomena dikalangan remaja telah 
menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Banyak korban jiwa 
yang ditimbulkan dari adanya perilaku balapan liar ini. 
b. bahwa walaupun telah terjadi korban yang merugikan pelaku dan 
masyarakat akan tetapi hingga kini perbuatan tersebut masih terus 
terjadi. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh bagaimanakah hukum 
bekerja untuk menanggulangi permasalahan ini. 
Anak-anak remaja yang ikut-ikutan mengambil bagian dalam aksi–
aksi balapan liar beramai-ramai antar gang atau antar sekolah yang 
acapkali secara tidak sadar melakukan tindak kriminal dan antisosial itu 
                                                        
28 wawancara dengan AIPTU Ari Sukarna, SH, Bagian Dikmas Polrestabes Makassar, pada hari Kamis 
22 Januari 2015 
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pada umumnya adalah anak-anak normal yang berasal dari keluarga baik-
baik, meraka berasal dari kalangan pelajar dan pengangguran yang 
berusia 13 Tahun sampai 30 Tahun. Hanya oleh satu bentuk pengabaian 
psikis tertentu mereka kemudian melakukan mekanisme kompensatoris 
guna menuntut perhatian lebih, khususnya untuk mendapatkan 
pengakuan lebih terhadap egonya yang merasa tersisih atau terlupakan 
dan tidak mendapatkan perhatian yang pantas dari orangtua sendiri 
maupun dari masyarakat luas. Bisa juga perilaku mereka didorong oleh 
kompensasi pembalasan terhadap perasaan-perasaan, untuk kemudian 
ditebus dengan bentuk tingkah laku “melambung dan ngejago” guna 
mendapatkan pengakuan lebih terhadap Aku-nya. 
Faktor lain dari menjamurnya balapan liar adalah keadaan dimana 
orang kini dengan mudah memiliki motor. Bukan karena harga, tetapi 
dengan system kredit melalui leasing, orang dengan mudah memiliki 
motor yang diinginkannya. Ditambah, modifikasi mesin motor saat ini 
sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan kemudahan akses internet 
untuk mencari informasi spear part motor yang diperlukan termasuk cara 
modifikasi.29 
Adapun dampak dari perilaku balapan liar yang beraneka ragam dan 
bersifat negatif, yaitu: 
1. Untuk pelaku: 
a. Sekolah mereka terganggu 
b. Jarang pulang kerumah 
                                                        
29 http://www.bimbingan.org/dampak-motor-balap-liar.htm 
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c. Terpengaruh pergaulan bebas 
d. Membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia 
e. Masa depan menjadi berantakan 
f. Dikucilkan masyarakat 
2.Untuk masyarakat: 
a. Mengganggu ketertiban umum 
b. Merusak fasilitas bersama (misalkan jalan raya dan trotoar) 
c. Membuat polusi udara 
d. Merusak kestabilan pengendalian social dan ketertiban bersama 
3. Untuk orangtua: 
a. Mendapat malu dan sindiran tetangga 
b. Frustasi 
c. Harus mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia 
d. Mendapat kerugian baik mental, fisik, dan rohani 
 
B. Upaya-Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar 
Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi 
warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para 
pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. 
Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian 
untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak 
kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar 
ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalulintas, tatapi ada oknum 
yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. 
Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap 
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para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap 
liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi pembalap 
semakin berani. Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak 
kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta 
keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan memberikan rasa 
aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen 
menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja 
menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap 
masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum. 
Aiptu Ari Sukarna menerangkan bahwa, Sanksi yang diberikan, 
menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan 
diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi denda nya 
Rp.3000.000,00 untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan 
penahanan kendaraan selama 2 bulan. 
Adapun langkah-langkah pencegahan balapan liar dari pihak lalu 
lintas yang di terangkan oleh Aiptu Ari Sukarna adalah dengan melakukan 
koordinasi terhadap camat, RT, RW, warga setempat, melakukan patrol di 
malam hari sekitar pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam sampai dengan 
pukul 04.00 WIB atau jam 4 dini hari dimana balapan liar tersebut 
dilakukan oleh para remaja. Dengan cara mengadakan suatu perlombaan 
di arena khusus untuk menyalurkan aksi balap liarnya.30 
                                                        
30 wawancara dengan AIPTU Ari Sukarna, SH, Bagian Dikmas Polrestabes Makassar, Pada Hari Kamis 
Tangga 22 Januari 2014 
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Dalam hal upaya menanggulangi perilaku balapan liar yang sangat 
meresahkan warga, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus 
melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland 
dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu31: 
1. Upaya Preventif  
Penanggulangan secara preventif dilakukan untuk mencegah 
sebelum timbulnya atau membendung agar masalah itu tidak terjadi 
masalah pertama kali, usaha yang dilakukan tokoh masyarakat 
untuk mengatasi agar tidak terjadinya balapan liar di Kota 
Makassar.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan kompol Oktavianus 
mengatakan bahwa, pencegahan yang dilakukan secara preventif 
dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah, SMP, SMA, 
Perguruan Tinggi. Memberikan penjelasan bahwa balapan liar 
merupakan perbuatan melanggar Hukum. Balapan liar sangat 
mengganggu ketentraman orang lain/pengendara lain yang 
memakai jalan. Dan memberikan tentang aturan berlalu lintas yang 
lain, contohnya: kendaraan dalam keadaan standar.32 
jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu 
kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur 
masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 
                                                        
31 Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT. Eresco.  
32 Wawancara dengan Kompol Oktavianus, Wakasat Binmas Polrestabes Makassar, Pada Hari Kamis 
Tanggal 22 januari 2015 
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pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa 
keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.  
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan 
liar  secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi 
Balapan Liar. Sanksi yang diberikan adalah menahan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 dan diberikan 
hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi denda nya 
Rp.3000.000,00 untuk adanya efek jera pihak kepolisian 
melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan,  
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 
serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 
akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya 
mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut 
adalah data-data Laka Lantas Balapan Liar yang diberikan Satuan Lalu 
Lintas Kota Makassar sebagai berikut : 
 
 53 
DATA LAKA LANTAS BALAP LIAR BULAN (JAN-DES) TH. 2011 
 
 
NO 
 
NOMOR DAN TGL. 
LAPORAN POLISI 
 
TEMPAT KEJADIAN 
 
 
WAKTU 
KEJADIAN 
 
 
KORBAN 
 
 
 
RUMAT 
MD LB LR 
 
1 
 
 
LP/732/III/2011/LTS 
Tgl. 16-03-2011 
 
 
Jl. Benteng Somba Opu 
 
17.30 wita 
 
1 
 
- 
 
2 
 
Rp. 1.800.000; 
 
2 
 
LP/796/III/2011/LTS 
Tgl. 22-03-2011 
 
Jl. Malengkeri 
 
00.30 wita 
 
1 
 
1 
 
- 
 
Rp. 2.000.000; 
 
3 
 
LP/845/III/2011/LTS 
Tgl. 27-03-2011 
 
Jl. Jend Sudirman depan 
monumen mandala 
 
03.00 wita 
 
5 
 
- 
 
5 
 
Rp. 50.000.000; 
 
4 
 
LP/1259/V/2011/LTS 
Tgl. 09-05-2011 
 
Jl. Perintis kemerdekaan 
 
02.30 wita 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
5 
 
LP/1311/V/2011/LTS 
Tgl. 14-05-2011 
 
Jl. Veteran selatan 
 
02.00 wita 
 
- 
 
- 
 
2 
 
Rp. 1.500.000; 
 
6 
 
LP/2273/VIII/2011/LTS 
Tgl. 10-08-2011 
 
Jl. Rappocini Makassar 
 
06.30 wita 
 
- 
 
1 
 
3 
 
Rp. 1.500.000; 
 
7 
 
LP/2987/X/2011/LTS 
Tgl. 19-10-2011 
 
Jl. Goa ria Makassar 
 
22.00 wita 
 
1 
 
1 
 
- 
 
Rp. 2.000.000; 
 
8 
 
LP/3044/X/2011/LTS 
Tgl. 24-10-2011 
 
Jl. Bandang Makassar 
 
03.00 wita 
 
1 
 
- 
 
1 
 
Rp. 1.800.000; 
 
9 
 
LP/3539/XII/2011/LTS 
Tgl. 08-12-2011 
 
Jl. Veteran selatan 
 
02.15 wita 
 
- 
 
- 
 
2 
 
Rp. 200.000; 
 
10 
 
LP/3776/XII/2011/LTS 
Tgl. 28-12-2011 
 
Jl. Veteran selatan 
 
23.00 wita 
 
1 
 
- 
 
- 
 
Rp. 500.000; 
 
JUMLAH = 10 KASUS 
 
11 
 
3 
 
15 
 
Rp. 62.300.000 
Sumber : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 22 Januari 20115 
DATA LAKA LANTAS BALAP LIAR BULAN (JAN-DES) TH.2012 
 
NO 
 
NOMOR DAN TGL. 
LAPORAN POLISI 
 
TEMPAT KEJADIAN 
 
WAKTU 
KEJADIAN 
 
KORBAN 
 
 
RUMAT 
MD LB LR 
 
1 
 
LP/088/II/2012/LTS 
Tgl. 08-02-2012 
 
Jl. Perumnas Sudiang 
 
17.30 wita 
 
- 
 
- 
 
2 
 
Rp. 
1.500.000; 
  
JUMLAH = 1 KASUS 
 
- 
 
- 
 
2 
Rp. 
1.500.000; 
Sumber : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 22 Januari 2015 
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DATA LAKA LANTAS BALAP LIAR BULAN (JAN-DES) TH.2013 
 
NO 
 
 
NOMOR DAN TGL. 
LAPORAN POLISI 
 
 
TEMPAT KEJADIAN 
 
 
WAKTU 
KEJADIAN 
 
KORBAN 
 
 
 
RUMAT 
 
MD 
 
LB 
 
LR 
1 NIHIL NIHIL NIHIL - - - - 
Sumber : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 22 Januari 2015 
 
DATA LAKA LANTAS BALAP LIAR BULAN (JAN-DES) TH.2014 
 
 
NO 
 
 
NOMOR DAN TGL. 
LAPORAN POLISI 
 
 
TEMPAT KEJADIAN 
 
 
WAKTU 
KEJADIAN 
 
KORBAN 
 
 
 
RUMAT 
 
MD 
 
LB 
 
LR 
1 
 
NIHIL NIHIL NIHIL - - - - 
Sumber: Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 22 Januari 2015 
Berdasarkan tabel di atas jumlah kecelakaan (balapan liar) selama 4 
tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 – Februari 2012 terdapat 11 kasus 
kecelakaan (balapan liar). Aktifitas balapan liar dari tahun 2011 sampai 
dengan 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 sampai 2014  
jumlah kecelakaan dinyatakan nihil.  
Tingkat Perkembangan Aksi Balapan Liar Dari Tahun 2011 sampai 
2014 
 
NO 
 
TAHUN 
 
JUMLAH PELANGGARAN KECEPATAN 
(BALAPAN LIAR) 
1 2011 176 
2 2012 329 
3 2013 92 
4 2014 97 
 JUMLAH 694 
Sumber : Satlantas Polrestabes Makassar tanggal 22 Januari 2015 
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Berdasarkan table tersebut diatas jumlah pelanggaran kecepatan 
(Balapan Liar) selama 4 Tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai 2014 
terdapat 694 Kasus Pelanggaran Kecepatan (Balapan Liar). Aktifitas 
balapan liar dari Tahun 2011 sampai 2012 mengalami peningkatan dan 
pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan. Adapun rincian dari 
aktifitas balapan liar yang terjadi selama 4 tahun terakhir adalah sebagai 
berikut: Pada tahun 2011 terjadi 176 pelanggaran atau 12,21%, kemudian 
pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 35,19% yakni 
sebanyak 329 pelanggaran atau 47,40%. Pada tahun 2013 mengalami 
penurunan sebesar 34,15% menjadi 92 pelanggaran atau 13,25%, dan 
pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,72% menjadi 97 
pelanggaran atau 13,97%. 
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi: 
1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan 
secara nasional 
2) batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, 
jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. 
3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus 
lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan 
paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu 
Lintas. 
 56 
4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan 
ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam 
dalam kondisi arus bebas. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 
tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh 
pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun 
diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan aksi balapan 
dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 
Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 11 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang berbunyi: 
Pengemudia Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: 
a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi 
yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 
dan/atau 
b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. 
Dari balap liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat 
beberapa spesifikasi dengan motor masing-masing remaja ada beberapa 
karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan 
spion, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai standart atau dengan 
ban kecil yang tidak sesuai ukuran, kemudian body motor yang sudah 
 57 
tidak sesuai atau body motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat 
melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak lengkap dan 
lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dijelaskan maka penulias menarik kesimpulan sebagai  berikut: 
1.  faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar dikarenakan 
pada prinsipnya anak-anak yang menunjukkan suatu egois yang 
terlalu berlebihan di saat usia-usia produktif. Karena di usia yang 
produktif ini lah yang menimbulkan suatu egois yang tinggi dan mau 
dikatakan dia itu hebat, jadi dalam arti ada beberapa faktor-faktor 
yang yang membuat para pelaku belapan liar melakukan aksi 
balapan liarnya, antara lain ; 
a. prasarana yang tidak memungkinkan karena belum terdapat 
wadah. 
b. Tidak tersalurnya hobi sesuai dengan keinginan anak muda, 
sehingga membuat suatu aksi. Aksi yang ditunjukkan di jalanan 
itu dikarenakan suatu pergaulan, kumpulan-kumpulan suatu anak, 
club atau geng, yang menginginkan penonjolan diri sehingga bisa 
dikatakan hebat. 
2.  Peran kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dengan 
melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan kesekolah SMP, SMA 
dan Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan bahwa 
Balapan Liar Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan 
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Menggangu ketentraman orang lain, dan memberikan solusi kepada 
kelompok atau anak-anak yang mengikuti balapan liar.  
B. Saran  
 Berdasarkan permasalahn-permalasahan yang telah diuraikan diatas 
maka penulis memiliki saran, yaitu: 
1. untuk mencegar agar tidak terjadinya balapan liar maka peran orang 
tua sangat dibutuhkan dengan melakukan pendekatan yang lebih 
terhadap anaknya dan pihak kepolisian memberikan sanksi-sanksi 
yang terkait balapan liar dan memebrikan efek jerak kepada para 
pelau balapan liar. 
2. Dari Pihak kepolisian menyediakan arena sirkuit balap dan 
mengadakan suatu perlombaan arena khusus untuk menyalurkan 
aksi balap liarnya, dan melakukan patrol rutin dari pusat setiap 
harinya.  
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